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Prostitusi di Indonesia: 
Sebuah Analisis Kasus di Jawa 

Koentjoro 

Prostitusi adalah masalah yang menyangkut harkat. martabat. dan nilai kaum wanita. Masalah 
ini dapat disejajarlcan dengan perbudalcan (Barry, 1979; Bul/ough, 1988). dan keberadaannya 
pun bertentangan dengan Pancasila (Vepartemen Sosial Rl, 1984). Oleh karena itu 
"seharusnya" segala bentuk prostitusi tidak akan dijumpai di Indonesia. Namun demikian 
kenyataan yang seba/iknya/ah yang ada. 
Mengatasi masa/ah prostitusi bukan/ah suatu pekerjaan yang mudah. Salah satu penyebabnya 
adalah belum adanya /cesamaan pendapat yang dapat digunakan sebagai dasar pengambi/an 
keputusan. Vi negara-negara liberal barat masih ada pandangan-pandangan yang pro dan 
kontra tentang prostitusi. Bahkan. di antara kaum feminis pun masih terjadi perdebatan seru 
mengenai masa/ah ini (Carpenter, 1994; Jolin, 1994). 
Vi Indonesia prostitusi harus diberantas. Tetapi sementara itu arus informasi yang masuk ke 
Indonesia semalcin terbuka. sehingga wajar jika pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan 
Pancasila akan ikut mempengaruhi sikap dan pandangan orang Indonesia, termasuk para 
pengambil /reputusan, tentang prostitusi. Mungkinkah suatu hari nanli seorang wanita tuna 
susila dihargai sama dan sejajar dengan orang-orang dengan pekerjaan seperti sekretaris dan 
dosen? 

Pandanga~ Kaum Feminis dan EfeJmya terhadap Pandangan dan Praktek 
Prostitusi di Indonesia 

Perdebatan di antarakaum feminis tentang prostitusi temyata semakin hari semakin 
rumit. Namun demikian, inti perdebatan ini sebenamya terletak pada pandangan 
kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap prostitusi (Davis, 1993; Carpenter, 1994). 
Namun anehnya, di antarakaum feminis sendiri mempunyai kesamaan pandangan dan 
menggunakanmasalah prostitusi ini sebagai tmnpuan untukmenentang adanya penindasan 
dan kesewenang-wenangan kepada kaum wanita pada masyarakat yang bersistem 
patriarkhat (Carpenter, 1994). 

Dari dua kutub pandangan terhadap prostitusi ini, alasan utama yang dikemukakan 
olehkelompok berpandangan kriminalisasi adalah masalah perbudakan wanita, dominasi 
pria, dan eksploitasi seksual (Davis, 1993; Carpenter, 1994; dan Jolin, 1994). Bahkan 
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setuju terhadap 
prakt~k dan menganggap prostitusi bukan tindak kriminal. Menurut Corbin 

990) kelompok asasi. Padajaman 
dahulu, agama dan menganggap dosa onani dan masturbasi. Namun 
demikian, dengan beljalannya waktu anggapan semacam itu memudar sehingga orang 
tidak lagi dianggap berdosa melakukan onani dan m~"'turbasi. Perkembangan berikutnya 
adalah mulai diterimanya praktek keluarga berencana yang menggunakan alat-alat 
pelindung bertemunya dan sel telur. Dengan alat-alat 
pemuasan dapat dilakukan tanpa mencemaskan akan teIjadinya 
kelahiran. Setelah perkembangan selanjutnya adalah mulai diterimanya 
homoseksualime lesbianisme sebagai perllaku yang "normal." 

Ada di balik semua Jawabnya adalah pengakuan terhadap 
hak untuk menyalurkan dan memuaskan hasrat seksual. Dengan diterlmanya perubahan­
perubahan di atas berarti pemanfaatan tubuh untuk kepentingan sosial guna menyalurkan 
dan memuaskan hasrat seksual pun bukan suatu masalah. Apabila teorl ini benar, maka 
yang menjadi pikiran kita adalah apakah semua hal yang teljadi dengan pembenaran 
prostitusi seperti ini sebenamya adalah hasil dari sebuah social engineering tingkat 
tinggi? Tampaknya pandangan dekriminalisasi lebih kuat terhadap 
kelangsungan prostitusi. 
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ini pembicaraansemacam ini sudahmulai tedluka. Hal ini diduJmng oleh fasilitas-fasilitas 
teknologi seperti internet, parabola, telepon, dan satelit. Akibatnya, toleransi terbadap 
perilakuseksualjugasemakin longgar. OIehkarenaituadalahmtmgkinjikarasionalisasi 
kelompok pro prostitusi tersebut di atas yang sebelumnya belum pernah diketahui di 
Indonesia kini akan merasuki cara berpikir bangsa Indonesia dalam memandang dan 
memecahkanmasalah prostitusi. Perubahan persepsi ini punakan menimbuJkan masalah 
bam bagi sistemnilai, perkembangan moral dansUsila, dan penerapanasas-asas Pancasila 

Karena kecenderungan yang terjadi di atas, sudah sepantasnyalah jika masalah 
prostitusi, tatanilai, moraIitas, dan kesusilaan bangsa Indonesia perlu kita pikirkan 
bersama 

Prostitusi di Indonesia 

Prostitusi bukan saja berlcaitan dengan masalah kualitas moral peJakunya Secara 
medik prostitusi akan menyebabkan penyakit kelamin seperti siphillis dan yang lebih 
mengerikan Iagi mv / AIDS.Ibu-ibu yang tertular penyakit ini dapat melahirkan anak­
anak yang berlreJainan fisik, sehingga tmSlitusi dapatmenimbulkanmasalah daIam kualitas 
generasi yang akan datang. Khususnya tentangpenyebaran mv / AIDS, Linnan (Mboi, 
1994) menyatakan bahwaapabilakasus mY/AIDS di Indonesia mulai digarap sejak 
tahun 1990, maka dalam prediksinya penderita mv di Indonesia sampai tahun 2000 
akan berjumlah antara satu setengahjuta sampai tigajuta orang. Hal ini berarti di tahun 
2000 nanti bangsa Indonesia akan menghadapi masalah dan tantangan yang sangat 
serius. 

Mengingat seriusnya permasalahan yang dibawa oleh prostitusi, maka perlulah 
kiranya pemerintah mencari cara-cara yang efektif untuk memberantas prostitusi ini. 
Untuk sampai padakeputusan bentuk intervensi yang tepat kiranya perlu pula dipahami 
rnasalah prostitusi di Indonesia itu sendiri. 

Prostitusi di Indo~ sebagaimanadi negafa-negaraseperti ~ Philipina, 
India, Bangladesh, danJepmg, menyangkutmasalah peoghidupan. Penghidupan ini bukan 
saja bagi wanita tuna susila itu sendiri, m~ personal keamanan, dan tukang parkir 
saja (Jones dkk., 1995), melainkan juga bagi anak-anak, keluarga, dan sanak 
keluarganya(Muuay, 1991; Davis, 1993). Akibatnya, t:ll$3Iab prostitusi menjadi semakin 
rumit. Murray (1991) menemukan bahwaseorang wanita tuna susiladapat membantu 
hingga 18 sanak familinya Oleh karenaitu tidaldahanehapabila banyak dijumpai daerah-
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ProstiOOi di Jntionuia : Selmolt Ana/isis Kasus di Jawa 

JJa~,U"'A "penghasil" tersebut tersebar ill beberapa daerah di Pulau Jawa, Kalimantan 
Bara!, dan Sulawesi Utara. Jones dkk. (1995) menyebutkan daerah Denlas()k 

tuna susila antara adalah tujuh di antara 19 kecamatan di Indramayu. 
menurut Murray (1991), mempunyai reputasi sebagai pemasok wanita tuna V~££~ , 

membuat kebanggaan tersendiri bagi beberapa daerah di Jawa Barat 

Mengapa daerah-daerah tersebut kemudian berkembang menjadi 
"penghasiI''? Banyak hal yang diduga menjadi penyebabnya. Modeling, aspimsi mate­
rial, sikap terhadap perkawinan, dan sikap permisiflinglrungan (Koentjoro, 
motif sosial (Koentjoro, 1988, 1989) adalah faktor-faktor yang berpengaruh kuat dalam 
pembentukan seorang wanitamenjadi wanita tuna 

ilL Aspirasi Material Orangtua 

meln.aasanA""~' .. n"'''''''A seseorang untuk teIjun ke prostitusi. 
benarn'v-a Namun secara 

JA'n.'-'A. Koent1oro(l988) menemukan bahwakemiskinan bukanlah 
utama yang mendorong seseorang untukmelacur. Banyak daerah yangjauh lebih 

miskin dari daemh "penghasil" wanita tuna susila namun tidak menghasilkan wanita tuna 
susila. Bahkan ill daemh miskin "penghasil" wanita tunasusila banyak warga yangjauh 

para wanita tuna susila tetapi mereka tidak melacur. Ditemukan pula 
u,,,,,,n,..,,,, tuna telah "' ...... ,""''' 

meiacm: adalah 
piHhan atau patoiogi. 

Tetapi mengapa orang memilih menjadi wanita tunasusila jikamasalahkemiskinan bukan 
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c.· Sibp terhadap Perkawinu 

Kecenderungan orangtua mengawinkan anak perempuannya eli usia muda, 
berlcembangnya pergundikandan kumpul kebo, sudahmenggambarkan bagaimana sikap 
masyarakat terhadap perkawinan. Dan pengamatan penulis tidaklah berlebihan jika 
dikatakan bahwa perjodohan (arranged marriage) adalah saw langkah sebelum seorang 
wanita terjun ke prostitusi. 

Jones dkk. (I 995) menemukan bahwa di daerah "'penghasil" eli Indramayu 
dari 50 perkawinan berakhir dengan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga 

UIIlH~I~alJ seb:a{!a] sesuatu yang tidak sakral dan harns dipertahankan 
"'1vlC;'Hl:<."un~~arurlya DaIJA.aiU" di Indramayu dan beberapa daerah di Ja'\At'a Barat terdapat 

i ""-'I ""£1 ",,",UJtu.<UI sering seorang wanita kawin-cerai, sernakin tinggi status 
.uv.lJ;<.«U status yang tinggi ini janda tersebut akan senlaklin 

bre~ )rn~~~~ 

d. Lingknogan 

ternyata cend~g "dil:lertmlkm:l" 
sikap rnasyarnkat rnenjadi sernakin pemrlisifterbadap prostitusi. 

Pernbudayaan prostitusi di daerah "penghasiJ" juga terjadi dengan munculnya 
"hikayat-hikayat" seperti misalnya kisah Ki Asem Bagus di Indramayu, kisah Kyai B~a 
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Sekti di Pan, di Selain itu, juga ada 
kepercayaan-kepercayaan lainmisamyasendang Kallnyamat di Jepara dipercaya sebagai 
tempat ngenomlre. atau muda dengan caralwngkum (berendam) telanjang 
bulat di air pada han-han tertentu. Bahkan sejak sekitartahun 1992, beberapa makam 

Yogyakarta (misainyamakam Mangleng, dekat makam Ki Hadjar Dewantara) setiap 
malam Jum' at Kliwon Kliwon transaksi seksual secara 
terselubung untuk wanita tuna susilakelas bawah yang antaranya datang dari L,..."'," ... H. 

Selain hal-hal di 

Motif 
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Prostitusi di Indonesia: Sebuah Anaiisis Kasus di Jawa 

belum ada, seorang wanita tuna susila yang sukses telah memajang antena parabola di 
rumahnya yang sangat khas dan berbeda dari bentuk rumah di sekitamya (umumnya 
bergaya "Spanyolan'). 

Orang yang menjunjung tinggi status sosial akan didominasi motifberlruasa 
(McClelland, 1985), sementara menurut penelitian Martaniah (1984) ditemukan bahwa 
umumnya masyarakat pedesaan Indonesia didominasi oleh motifberafiliasi. Karena 
dorongan untuk melacur bukan hanya berasal dan wanita tuna susila sendiri, namun 
juga dan suami ataupun orangtua, maka dapat dikatakan bahwa paling tidal< salah sam 
pendorong ini didominasi oleh motifberlruasa 

Dan uraian-uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa wanita tuna susila 
berasal dan daerah-daerah tertentu yang dapat disebut sebagai "penghasil." Daerah­
daerah tertentu tersebut rata-rata mempunyai ciri-ciri yang sarna yaitu masyarakatnya 
mempunyai aspirasi material yang tinggi sehingga menggunakan orang-orang yang 
berhasil, dalam hal ini wanita tuna susila, sebagai model mereka; kurang menganggap 
penting lembaga perkawinan; permisifterhadap prostitusi, dan penentu dalam pengambil 
keputusan untuk teIjun dalam prostitusi mempunyai motif sosial berkuasa 

Jenis dan Pembinaan Wanita Tuna Susila di Indonesia 

Jenis wanita tuna susila di Indonesia sangat bervanasi. Mereka dapat ditemukan 
terselubung (misalnya sebagai lobbyer) hingga yang terang-terangan, dan 

yang berpraktek hari-hari tertentu di kuburan hingga yang berpraktek tiap han di 
dan yang dapat dipilih secara langsung sarnpai yang hanya lewat folo. 

BeJrdasarlKan tempat kerja wanita tuna susila, secara gans besar dapat dipisahkan 
dua yaitu yang di resosialisasi (Resos) dan berpraktek di luar 

feg![)Sl,;UlSasl. Mereka yang ada di Resos seakan-akan mempunyai status sebagai wanita 
tuna susila yang "diakui" sedangkan yang berpraktek di luar resosiaIisasi dicap sebagai 
wanita tuna susHa illegal. 

Apakah sebenarnya yang disebut resosialisasi? dan apakah perbedaan antara 
resosiaIisasi dan Iokalisasi? Sebenamya lokalisasi prostitusi di Indonesia tidak ada, yang 
ada adaIah resosiaIisasi. Mengapa demikian? Lokalisasi berarti mengumpulkan tempat 
praktek prostitusi dan seluruh dampak negatifuya ke dalam suatu tempat yangjauh dan 
tempat hunian masyarakat. Apabila hal ini yang teIjadi artinya pemerintah melegalkan 
praktek perrlagangan wanita, walaupun kenyataannnya tidaklah demikian. Pemerintah 

iSSN: 0854 -7108 49 



Program res<JiSlalllSaSl 

an'Eg01ta masyarakat biasa. Namun (1et1rn.kJIaD, 
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brena itu meskipun Resos adalah andalan pemerintab dalam membina wanita tuna 

susila (Departemen Sosial RI, 1984). di tingkat DPRD resos masih menjadi materi 
perdebatan yang sem antar fraksi. Pemda Klaten. misalnya, melihat resos udale 
memberikan hasil apa-apa Oleh karena itu resos "mBaben" yang didirikan pada tabun 
1958 ditutup pada tabun 1992. Ketidakberhasilan reSOS ini juga tampak dari laporan 
Departemen Sosial RI daIam "Buku Putih: Rehabilitasi SosiaI Tuna Susiia 1994~·. Di situ 
dijelaskan bahwa jumlah wanita tuna susila yangterdaftar di resos seluruh Indonesia 
pada tabun 1990/1991 adalah 49.619 orang, namun demilian pada tabun 199411995 
justru bertambah menjadi 71.28 I orang (Jones dkk. 1995). 

Pengatasan prostitusi juga diupayakan dari segi hukum. Namun demik:ian. perlalruan 
hukum pada wanita tuna susila di Indonesia pun tidakjelas. Hukum lebm menekankan 
pada praktek mucikari dan perzinaan. Oleh k.arena itudaIih yang digunabn untukmerazia 
wanita tuna susilaadaIah tidak membawa Identitas DID kbususnya KTP. KetidakjeJasan 
itu tampak dan kasus razia di Bantu! yang menghukum 30 hari pada wanita tuna susHa 
kelas "pasar," sementara pada waktu yang sarna wanita tuna susHa kelas menengah di 
Kodya Yogyakartahanya dikenai denda Rp. 7.500,- dan merekakemudian terns praktek 
)agi. 

Dari uraian di atas tampak bahwa upaya-upaya pengentasan wanita tuna susila 
belurn efektif. Masm banyak faktor-faktor penyebab yang belurn tersentuh 0100 upaya­
upaya ini, sel]ingga wajar jib satu atau dua wanita tuna susila meninggalkan profesinya, 
puluhan orang pendatang barn mengisi tempatnya 

U"""Ul!'>"'l!'>"'~ bahwa praktek prostitusi bertentangan dengan Pancasila, dan 
kenyataanfiya praktek prostitusi gangat sulit diberantas, maka perlu diupayakan langkah­
langkah kongkrit yang merujuk pada kombinasi duahal Oleh karena itu di samping 
langkah yang berupa pencegahan berkembangnya jumlah wanita tuna susila, pembatasan 

lewat upaya resosialisasi perlu diteruskan. 

Upaya pencegahan berkembangnya jumlah wanita tuna susila sebaiknya 
dikonsentrasikan pada daerah-daerah upenghasUnya." Dengan memperhatikan faktnr­
faktor antropologik, sosiologik, dan psikologi sosial dengan mendasarkan pada prinsip-. 
prinsip kerja pekerja sosial, mw bukan hanya jumlah wanita tuna susila yang ditekan 
melainkan desanyajuga terbina secara intensif. Adanya proyek pembinmm di pedesatm 
yang intensifini dengan sendirinya juga akan memungkinkan terjadinya peningkatan 
kesadaran pembangunan di daerah pedesaan, yang hal ini berarti peningkatan tara{ 

hidup masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan saran Greenwald (1910) 
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1 Jajaran Ranjang Sebagai u ...... 'uV'''''~ Penghidupan: 
..... "'u"" .... u .... Kebidupan Sosial Ekonomi Germo Baben. Skripsi. Tidak 
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n"'1'1,nn1~n .......... ,,'u staf pengajar pada Psikologi UGM sejak tahun 1982. 
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